DIGELONTOR RP500 JUTA, GAPURA PINTU MASUK
KABUPATEN SUKOHARJO DI KARTASURA MULAI DIBANGUN
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Isi Berita:

SUKOHARIJO,iNewsSragen.id - Setelah jadi bahan pembicaraan warga, Pemkab
Sukoharjo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai melaksanakan proyek
pembangunan gapura pintu masuk wilayah yang berada di Kecamatan Kartasura.

Kepala DLH Sukoharjo, Agus Suprapto, saat dikonfirmasi menyampaikan, pembangunan
gapura tersebut bertujuan mempercantik wajah perbatasan Kota Makmur dengan
Kabupaten Boyolali.

"Proyek senilai Rp 500 juta yang berlokasi di Desa Kertonatan, Kartasura itu, direncanakan
dikerjakan selama 90 hari kalender. Untuk tanda tangan kontraknya sudah dilakukan pada
12 September 2023 lalu," kata Agus, Senin (18/9/2023)

Menurut Agus, saat ini pekerja proyek sudah mulai merobohkan gapura lama yang berada
di dekat lokasi proyek gapura baru. Untuk Detail Engineering Design (DED) seperti desain
teknis bangunan yang terdiri gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum,
volume serta biaya pekerjaan sudah dikerjakan oleh pihak ketiga pada 2022 lalu.

"Dalam DED ada 4 design alternatif gapura. Bentuk gapura sesuai rekomendasi Balai Besar
Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, yaitu sudah tidak diperbolehkan
menggunakan gapura melintang di jalan," ungkapnya.

Disebutkan Agus, 3 dari 4 desain itu, yakni semua berbentuk gunungan namun beda
didesain pilarnya, hanya alternatif desain 1 yang dipilih Bupati Sukoharjo Etik Suryani,

yakni gapura gunungan dengan pilar berbentuk piramida.
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"Pembangunan gapura ini merupakan jawaban untuk masyarakat, bahwa Pemkab

Sukoharjo juga memperhatikan wilayah Kartasura. Kami juga meminta kepada pelaksana

proyek agar tepat waktu dan sesuai spesifikasi pekerjaan," ujarnya.

Disisi lain, Agus juga memohon pengertian masyarakat, khususnya pengguna jalan yang

mungkin tergan mobilitasnya karena dampak kegiatan proyek pembangunan gapura itu.
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Catatan :

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a.

Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah.
Pasal 24
1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara
lain b. belanja modal.
Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
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yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal
dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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